BAB I

PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang

    Tuntutan masyarakat akhir-akhir ini terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik sangat mengemuka, hal ini sangat logis dan wajar seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat. Tuntutan tersebut harus segera direspon dan ditindaklanjuti oleh aparatur pemerintah melalui perubahan-perubahan yang terarah dan terukur guna mewujudkan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik. 
Salah satu persyaratan utama untuk mewujudkan aspirasi atau tuntutan masyarakat tersebut adalah diperlukannya sebuah rencana strategis pembangunan yang tepat, jelas dan terarah, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna dan tepat sasaran.
Renstra Biro Hukum dan HAM adalah dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dipedomani oleh Biro Hukum dan HAM dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, Renstra Biro Hukum dan HAM disusun dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Bali yaitu merupakan penjabaran teknis dari RPJMD dimaksud dan mempunyai peran serta posisi yang cukup strategis, mengingat Biro Hukum dan HAM adalah unsur penyelenggara pembangunan daerah di bidang hukum dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.   
B.  Maksud dan Tujuan

     Maksud dan tujuan penyusunan Renstra Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

Maksud yaitu :

1. sebagai landasan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah disusun secara sistematik dan bertahap.

2. sebagai acuan tertulis dalam menentukan prioritas program yang akan dilaksanakan selama 5 tahun.

3. sebagai tolok ukur pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. 

Tujuan yaitu :

1. memberikan arah rumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan.

2. memberikan panduan terhadap pelaksanaan/realisasi program dan kegiatan yang sejalan dengan upaya untuk mewujudkan visi dan misi yang telah disusun.

3. menyelaraskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan RPJMD Provinsi Bali.  

C.  Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Renstra Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pengelolaan Keuangan Daerah.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Keuangan Daerah.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah Provinsi Bali. 

13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provnsi Bali.

14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029.

D. 
Hubungan Renstra Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali dengan dokumen perencanaan lainnya
  Pada dasarnya penyusunan Renstra merupakan suatu pola kebijakan yang mendukung visi dan misi dari Gubernur Bali. Oleh karena itu Renstra yang disusun oleh seluruh SKPD harus bersinergi untuk mewujudkan program BALI MANDARA jilid II. Dengan demikian, dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dari masing-masing SKPD tidak ada yang tumpang tindih, satu sama lainnya harus saling mendukung.

Posisi Renstra SKPD dikaitkan dengan dokumen perencanaan lainnya mengacu pada Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Renstra Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali merupakan penjabaran visi dan misi Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali. Selanjutnya, Renstra dimaksud dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali sehingga terlihat kesinambungan antara RENJA selama tahun tertentu dengan RENJA tahun sebelum dan sesudahnya. 
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BAB II

GAMBARAN UMUM 

A.  Kondisi Pelayanan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali saat ini

Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan instansi pemerintah berupa pembuatan produk hukum, bantuan hukum, pembinaan dan pengawasan produk hukum maupun informasi hukum, saat ini dilayani oleh 46 orang terdiri dari :

1.  S2 sebanyak 15 orang
2.  S1 sebanyak 25 orang

3.  Sarjana Muda sebanyak 1 orang
4.  SLTA sebanyak 5 orang
Pegawai-pegawai tersebut tersebar dalam 4 (empat) bagian. Adapun keempat bagian tersebut adalah :

1.  Bagian Peraturan Perundang-undangan terdiri dari :

a.  Sub Bagian Tata Hukum

b.
Sub Bagian Perancangan Hukum

c.
Sub Bagian Evaluasi Hukum

2.
Bagian HAM dan Bantuan Hukum terdiri dari :

a.
Sub Bagian Sengketa Hukum

b.
Sub Bagian Pembinaan dan Bantuan Hukum
c.
Sub Bagian Hak Asasi Manusia
3.
Bagian Pembinaan  dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota terdiri dari:

a.
Sub Bagian Pembinaan Produk Hukum Kabupaten/Kota
b.
Sub Bagian Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota
c.
Sub Bagian Klarifikasi Produk Hukum Kabupaten/Kota
4.
Bagian Dokumentasi Hukum terdiri dari :

a.
Sub Bagian Dokumentasi Hukum
b.
Sub Bagian Penyuluhan Hukum
c.
Sub Bagian Tata Usaha Biro

Dalam penyusunan Renstra ini, Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali disamping berpedoman pada visi dan misi Gubernur Bali, berpedoman pula pada tugas pokok dan fungsi dari Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali yaitu :
1.
Mengkoordinasikan pembahasan perumusan rancangan produk hukum.

2.
Melakukan evaluasi dan kajian hukum dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

3.
Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan produk hukum.

4.
Mengundangkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

5. 
Melaksanakan program utama Rencana Aksi Daerah HAM.

6.
Mengkoordinasikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan perlindungan, pemajuan, penegakkan, pemenuhan dan penghormatan  HAM.

7.
Melakukan advokasi dan upaya hukum terhadap permasalahan yang timbul.

8.
Mengadakan pembinaan dan pengawasan terhadap produk hukum Kabupaten/Kota.

9.
Menghimpun peraturan perundang-undangan dan mempublikasikan serta mendokumentasikan produk hukum.

10.Melakukan penyuluhan dan sosialisasi produk hukum.

B.
Isu-isu strategis terkait pelayanan Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali

Pelayanan yang baik kepada masyarakat maupun instansi lain, pada era reformasi hukum dan birokrasi merupakan sesuatu yang mutlak. Isu-isu strategis terkait dalam pelayanan kepada masyarakat maupun instansi lain adalah :

1.
Transparansi publik (keterbukaan informasi), yaitu setiap orang berhak tahu akan informasi-informasi yang mereka butuhkan terkait dengan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.

2.
Pelayanan yang cepat, tepat dan akurat.

3.
Reformasi birokrasi hukum.

4.
Sumber Daya Manusia yang profesional.

5.
Peraturan Perundang-undangan yang tidak tumpang tindih.

C.
Hal lain yang dianggap penting

Untuk menunjang Renstra agar dapat berjalan dengan baik, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain :
1.
Faktor Internal :

a.
Perlu adanya penambahan serta peningkatan SDM yang berkualitas dan profesional di bidang hukum.

b.
Sarana dan prasarana penunjang yang memadai seperti komputer, bahan-bahan hukum dan lain-lain.

c.
Lingkungan kerja yang kondusif.

2.
Faktor Eksternal :

a.
Adanya sinergi dengan SKPD lain.

b.
Adanya persamaan persepsi dengan SKPD lain terhadap pemecahan suatu masalah hukum.

c.
Produk perundang-undangan pusat yang tidak tumpang tindih.

d.
Kepatuhan dan ketaatan masyarakat.

BAB III

VISI DAN MISI

A. Review terhadap Visi dan Misi RPJMD


Pelaksanaan pembangunan Daerah Provinsi Bali dalam jangka menengah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Provinsi Bali Tahun 2013-2018 dengan Visi ”BALI MANDARA’’ (BALI YANG MAJU, AMAN, DAMAI DAN SEJAHTERA) jilid II.
Untuk mewujudkan Visi tersebut, Pemerintah Provinsi Bali menjabarkan dalam 3 (tiga) Misi yaitu :

1.
Mewujudkan Bali yang berbudaya, metaksu, dinamis maju dan modern.

2.
Mewujudkan Bali yang aman, damai, tertib, harmonis serta bebas dari berbagai ancaman.
3.
Mewujudkan Bali yang sejahtera dan sukerta lahir batin.


Biro Hukum dan HAM sebagai unit pemerintahan yang berada di bawah Sekretaris Daerah Provinsi Bali mempunyai bidang tugas membantu pelaksanaan pembangunan di bidang hukum, dengan sasaran yang ingin dicapai tertuang dalam misi pertama pemerintah Provinsi Bali khususnya berkaitan dengan koordinasi aparatur, yaitu :

1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

2.
Meningkatnya kinerja dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

3.
Terwujudnya pelayanan publik yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
B.  Rumusan Visi dan Misi
 
1.
Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menerangkan keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Biro Hukum  dan HAM Setda Provinsi Bali telah menetapkan VISI sebagai berikut  :

“KEPASTIAN HUKUM DAN HAM DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH“

2.
Misi

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi Pemerintah sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali sudah menetapkan MISI sebagai berikut :

1. MEWUJUDKAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG BERKUALITAS
2.
MEWUJUDKAN BANTUAN HUKUM DAN HAM 
3.
MEWUJUDKAN PENYEBARLUASAN INFORMASI HUKUM
C.
Tujuan dan Sasaran


Tujuan  merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai yang luhur dan kemajuan yang berarti untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, melalui pelayanan pemerintahan yang didasarkan pada kriteria-kriteria, akseptibilitas, dan kewenangan.

Adapun tujuan dari visi dan misi Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali adalah:
1. 
Terwujudnya produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum
2.
Terwujudnya penanganan permasalahan hukum dan HAM 
3.
Terwujudnya penyebarluasan informasi hukum


Sasaran merupakan pernyataan dan tujuan yang akan dicapai melalui tindakan berupa kebijakan alokasi sumberdaya, program dan kegiatan. Adapun sasaran dari visi dan misi Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali adalah:

1.
Meningkatnya jumlah produk hukum daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota  yang berkualitas 
2.
Meningkatnya jumlah bantuan hukum dan HAM   
3.
Meningkatnya jumlah dokumentasi dan informasi hukum yang disebarluaskan
D.
Strategi dan Arah Kebijakan


Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, perlu ditindak lanjuti dengan upaya-upaya yang mengarah pada pencapaian kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan RENSTRA. Karena itu diperlukan strategi yang jitu.

Adapun strategi tersebut adalah :

1. Meningkatkan pelaksanaan koordinasi dan harmonisasi dengan stake holder
2. Meningkatkan fasilitasi permasalahan dalam penyusunan produk hukum Kabupaten/Kota

3. Meningkatkan pelayanan penanganan perkara dan pemberian bantuan dan layanan hukum 
4. Meningkatkan optimalisasi pelayanan JDIH melalui pengelolaan dan penataan produk hukum secara manual dan IT 
5. Meningkatkan optimalisasi pelaksanaan pembinaan/sosialisasi/ pelatihan/rapat koordinasi

Agar strategi dapat terlaksana dengan baik, perlu ada suatu arah kebijakan yang dipakai sebagai pedoman yaitu :

1.
Meningkatkan dan memantapkan koordinasi dengan DPRD, Kepolisian, TNI, Lembaga Tradisional, LSM dan masyarakat luas dalam hal pembuatan, pelaksanaan tertib hukum yang dapat meningkatkan citra dan wibawa pemerintah dan pengawasan produk-produk hukum agar benar-benar aspiratif

2.
Melibatkan masyarakat dan lembaga-lembaga adat sejak awal, berkaitan dengan pembuatan ataupun sosialisasi produk-produk hukum
BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN DAN PAGU INDIKATIF
A. Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan visi dan misinya, Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Rencana Strategis tahun 2013-2018 meliputi 7 program dan 26 kegiatan dengan rencana pagu anggaran Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah). 
Program meliputi :
1. 
Pengembangan Produk Hukum
2. 
Bantuan Hukum 
3.
Pembinaan Hukum dan HAM
4. 
Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi
5. 
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6. 
Pelayanan Administrasi Perkantoran 
7.
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan meliputi :
1.
Penyusunan Raperda 
2.
Penyusunan PERGUB, KEPGUB dan INGUB
3.
Evaluasi dan Kajian Produk Hukum
4.
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota 
5.
Klarifikasi Perda Kabupaten/Kota dan Perbup/walikota 
6.
Pembinaan Produk Hukum Kabupaten/Kota 
7.
Rapat Konsultasi Produk Hukum Kabupaten/Kota
8.
Monitoring dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota

9.
Pelatihan Teknis Penyusunan Produk Hukum Daerah 
10.
Penangan Perkara 
11.
Harmonisasi NPHD
12.
Pendampingan Hukum
13.
Peningkatan Pengetahuan Pejabat terhadap Tata Usaha Negara
14.
Peningkatan Pengetahuan Pejabat Dalam Penanganan Sengketa Hukum

15.
Rapat Koordinasi Rencana Aksi Daerah HAM 
16.
Diseminasi HAM 
17.
Peningkatan Pelayanan Dokumentasi dan Informasi Hukum 
18.
 Mengupdate Data/Naskah Produk Hukum
19.
Menghimpun dan Menyebarluaskan Produk Hukum Pusat dan Daerah
20.
Pelatihan Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

21.
Penyuluhan dan Sosialisasi Produk Hukum Pusat dan Daerah 
22.
Rapat Koordinasi Hukum dan HAM

23.
Pelayanan Administrasi Perkantoran 

24.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

25.
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 

26. 
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
B. Indikator Kinerja


Sebagai alat ukur pencapaian sasaran, Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali menetapkan indikator kinerja masing-masing program yang dilaksanakan. Indikator kinerja ini mengacu pada indikator kinerja dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana Tabel 1. dan Tabel 2.
BAB V
PENUTUP


Penyusunan Renstra Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali merupakan pedoman dan arahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum, dengan tujuan untuk mewujudkan tercapainya visi dan misi Gubernur Bali yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Bali. Oleh karena itu, pelaksanaan perencanaan tersebut harus dijalankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, sehingga apa yang menjadi harapan di dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat secara luas dapat terwujud. Renstra ini akan menjadi dasar dalam penyusunan renja SKPD sekaligus digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan hukum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali.
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